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PUTUSAN
Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XAXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir
XXXKXXXXKXXXXXXXX XX, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
):9.9.9.9.9.0.9.9.0.9.0.9.0.0.9,0.9.0.8 Kecamatan
XXXXXXKXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

),9,0.0.0.9.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.008 tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXAKXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
XXXXXX XXX XXXXXXXXXXK, Desa XXXXXXX XXX XXX XXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Mrs, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Rabu tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: XXX XX KKK XXXXXXXXXX, tertanggal
) 9,0.9.9.9.0.0.0.0.9.90.9.0.00.9.00.¢

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Lebba Mario, Desa
Sipakainga, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat
dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut
diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum
dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis namun sejak Oktober 2019 dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut adalah:

a. Orang tua dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam

permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat sering mengonsumsi minuman yang beralkohol;

C. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Desember tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dikarenakan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya dan
berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengguat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;
7. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah
apapun;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(0,0,0.0.0.9.0.0,0.0.0.0.0.9.0.0.0.¢.0 4 terhadap Penggugat
(0,9,0.0.0.9.0.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ¢ 4}
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
Subsider:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isinya dengan perubahan pencabutan gugatan Nafkah Anak oleh Penggugat,
karena selama ini Tergugat tidak pernah mampu memberikan nafkah kepada
anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

XXX XXKXXXXXXAXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No.256/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: XXX XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
B. Saksi-Saksi
L. XXX XXXXXXXXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXX XXX XXX XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXX XXXXXXXXX,
Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah
di Kecamatan Simban, Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
tinggal di Penggugat di Dusun Lebba Mario, Desa Sipakainga,
Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pernikahan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Oktober 2019, keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Orang tua dan
Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman
yang beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan
Tergugat, dan melihat Penggugat dan Tergugat sering tidak saling
berbicara;
- Bahwa setahu Saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran
terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dikarenakan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya,
dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai
sekarang,
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal selama 7 bulan, dan keduanya sudah sama-sama tidak saling
memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
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- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menasehati
dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. XXX XXXXXXXXXXXXX  umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXKXXXKXXXKXXXXXK,  Kecamatan — XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Maros, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan tahu Penggugat
adalah isteri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Simban, Kabupaten
Maros;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
tinggal di Penggugat di Dusun Lebba Mario, Desa Sipakainga,
Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, rumah
Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, dalam pernikahan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Oktober 2019, keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Orang tua dan
Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman
yang beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan Pennggugat dan
Tergugat, dan Saksi juga melihat Penggugat di dirawat puskesmas
karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Tergugat minum minuman keras,
karena Tergugat sering minum di dekat Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran
terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dikarenakan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya,
dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai
sekarang;
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- setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

selama 7 bulan, dan keduanya sudah sama-sama tidak saling

memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mencoba untuk menasehati

dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut Penggugat
menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak
mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan
Agama Maros telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di
persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sabh;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di
persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,
namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat secara sepihak di
persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, guna
membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun secara
mu’asyarah bil ma’ruf, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini sesuai ketentuan
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat
yang isinya dengan perubahan pencabutan gugatan Nafkah Anak oleh
Penggugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah mampu memberikan
nafkah kepada anak-anaknya, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk
dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan
Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena
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alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
gugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun rumah
tangganya sudah tidak harmonis, karena Orang tua dan Keluarga Tergugat
sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman yang beralkohol, Tergugat
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak pada bulan Desember
2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak
merubah sikap dan perilakunya, dan tidak pernah lagi kembali bersama
sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan
sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat
berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya serta dalam perkara a quo
Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan Saksi-Saksi keluarga atau
orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab-menjawab dalam
perkara a guo maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat
dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;
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Menimbang, bahwa terhadap bukti P, yang diajukan oleh Penggugat telah
dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b)
dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai serta
telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya Bukti P, dimaksud telah
memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di
Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian
alat bukti P, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti
tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat
mengenai peristiwva hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan
Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena
tidak hadir dipersidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi
syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat (volledig and bidende) sehingga harus
dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara
formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona
standi in judicio) dalam pengajuannya karena perkara a quo merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami
oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk menghadirkan Saksi-Saksi, baik Saksi keluarga
atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No.256/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua adalah keluarga dekat Penggugat,
menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan
mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut dalam keterangannya mengakui
mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, menurut ketentuan Pasal
172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara a quo, adalah
pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, lex
specialis de rogate lex generalis, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak Oktober 2019, rumah
tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Orang
tua dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman yang
beralkohol, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak
pada bulan Desember 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
dikarenakan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya, dan tidak pernah
lagi kembali bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal selama 7 bulan, serta sudah sama-sama tidak saling
memperdulikan lagi keadaan masing-masing, bahwa para Saksi telah berusaha
untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua
Penggugat mengenai pernikahan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
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R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa sejak Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan
Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan
Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya;

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 7
bulan;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan
masing-masing;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh para Saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2
(dua) orang Saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-
dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang Saksi tersebut
saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang
sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak
keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan

Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang
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terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan
akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian
merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan
pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan
terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah
membatasi Warga Negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa
alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian
sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat
telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tentang perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa
meskipun para Saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika
rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, kedua Saksi melihat dan
mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal 7 bulan, sehingga Penggugat mengajukan
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gugatan cerai ke pengadilan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005
yang menegaskan bahwa : "Keterangan dua orang Saksi dalam sengketa
perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg)
mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tidur yang
sudah berlangsung 7 bulan, tanpa saling memberikan nafkah lahir dan batin,
dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang
mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri
dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa

dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah ar-Rum ayat 21 :
Jozg led| i) 1ol oSumail (o o) §l5 Ol @il o
Og i pgdl wbY ey 9 Ol do> 9 8390 pSiu
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat
dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini
Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz 1l halaman 133 sebagai
berikut :

aallo uolall ade §llo lgz95) azg )l aus) pas awil 0ls
Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan talak

satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz 1l halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

b uiasdl plgs aze Glayy s slsYl 0lSs ol Clyicl ol az g3l diny (oli)l s lses s 15
aisly aillo lgallo lagin oY e (rolall jes lagl lial

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan

bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak
ba’in”.

Dan kaidah fighiyah yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan

Majelis Hakim yaitu :
tlaoll wl> Gle paio smldall s

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih
didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Maros adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak
dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-
dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam
yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405:

Al 3o Y Al 548 Qag ald fpadical) alSa e aSla L) 83 (e
Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap
dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang

yang dhalim dan gugurlah haknya”.

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Y-lgV) ade oSallg aisdly s9cxl law Lo o0 5sigl aplei o liazl H3ss plg
(1éa
Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
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maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya”;
maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXX XX) terhadap Penggugat
(XXXX XXX XXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh Syarifa Saimima, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.l., M.H dan Ahmad Zaki Yamani, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saufal Jamila, S.H, sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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ttd ttd
Mahyuddin, S.H.l., M.H Syarifa Saimima, S.H.l., M.H.
ttd

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saufal Jamila, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp720.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp890.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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